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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN  2008  NOMOR  10 

 

PERATURAN BUPATI BANTAENG 

NOMOR   10   TAHUN   2008 

 

T E N T A N G 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  

NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN KERAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANTAENG 

 

Menimbang   : a.  bahwa sehubungan dengan terbentuknya 

Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bantaeng, maka dipandang perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 

Tahun 2005; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 

II di Sulawesi             ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822) ; 
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                           2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3495) 

 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3656);  

                             3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548) ; 
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  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1965 

tentang Perdagangan Barang-barang dalam 

Pengawasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

2473);  

                                   6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;  

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

  10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 

PPNS Daerah dalam Peraturan Daerah; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 

12 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman 

Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 

Nomor 12 Tahun 2005)  ; 

12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007)   

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANTAENG      NOMOR 12 

TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN 

MINUMAN KERAS 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 

Pasal 1 

 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Minuman Keras, yang telah diundangkan dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2005  

 

Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis, sistem Pelaksanaan dan Prosedur Administrasi Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini di buat/disusun oleh 

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng bekerjasama 

dengan Instansi/unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.        
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Pasal 3 

 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantaeng 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng tentang Pelarangan Minuman Keras dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi.  

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 

Ditetapkan di Bantaeng 

Pada tanggal,  5  Mei  2008 

 

 

         BUPATI BANTAENG 

                   Cap / ttd 

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si 

 

Diundangkan  di Bantaeng 

Pada tanggal, 7   Mei  2008    

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

 

 

 

H. SYAMSUDDIN, SH, MH. 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2008 NOMOR  10 
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BUPATI BANTAENG 

 

   

PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 NOMOR 10 TAHUN 2008 

 

T E N T A N G 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  

NOMOR 12 TAHUN 2005  TENTANG PELARANGAN MINUMAN 

KERAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANTAENG 

 

Menimbang   : a.  bahwa sehubungan dengan terbentuknya 

Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bantaeng, maka dipandang perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 

Tahun 2005; 
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c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 

II di Sulawesi             ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822) ; 

                           2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3495) 

 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3656);  

                            3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

53 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti  
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   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548) ; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1965 

tentang Perdagangan Barang-barang dalam 

Pengawasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

2473);  

                                   6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;  
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  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

  10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 

PPNS Daerah dalam Peraturan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 

12 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman 

Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 

Nomor 12 Tahun 2005)  ; 

12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007)   

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANTAENG      NOMOR 12 

TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN 

MINUMAN KERAS 

 

 

 

 

-3- 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 



10 
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pelarangan Minuman Keras, yang telah diundangkan dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2005  

 

Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis, sistem Pelaksanaan dan Prosedur Administrasi Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini di buat/disusun oleh 

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng bekerjasama 

dengan Instansi/unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.        

Pasal 3 

 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantaeng 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng tentang Pelarangan Minuman Keras dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi.  

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 

Ditetapkan di Bantaeng 

Pada tanggal,  

 

 

       BUPATI BANTAENG 

       

   Cap / ttd 

 

    

  Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si 
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Diundangkan di Bantaeng 

Pada tanggal,  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

 

  Cap/ttd 

 

H. SYAMSUDDIN, SH, MH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


